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b. ba: ,wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud h•Jruf a 
mal<a periu rr.enetapkan Peraturar. Gubemur Sulawesi Tenggam 

tentang Penyele.riggarac111 sistim Pengendalian interen Pernerintah 

dilir,gkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara: 

1. Undang-undan~ Nomor 12 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Peng'.lanti undang-unda,,g Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

p,3mtientukan Oaer2h Tingkat I Sulawes! Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengub&h Undang-und&ng Nornor 4"/ Prp 

T ahun 1960 tentang Por.1bentukan Daersh Tinqkat l Sulawesi Utara 

Te:igah dan oaerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara ( Lernbaran 

l\lega~a Republit< Indonesia Tahun 1964 _Nemer 94, Tambahan 

Lembaran Negara R~r.,ublik Indonesia Momor 2687); 

2_ 
Undailg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenduharaan 
Nega~a (Lem~amn Nep3rc1 Republik ludonesla Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan L6mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun ::mos ter.tang slstim Penqendalian Intern Pemerintah, 

menyebutkan bc:ir.wa Sistim Ponge.ndalian Intern Pemerintah 
dilingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan dei.qan Peraturan 
Gubernur; 

a Menimbang 

GUBERNUR SULAWESI TENG GARA, 

OENGAN. RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TENTA~IG 
PENYELENGGARAAN SISTl::M PE 

DI LINGKUNGAN PEME NGEUDALIAN INTERN PEMERINTAH 
RINTA!-i PROVINS! SULAWESI TENGGAHA 

GUe,ERNURNUR SU 
LAWES! TEt~GGARA 

PERA TU RAN GUBERN ~ 
NO UR -lULAWESI TENGGARA 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2C04 tentang Pem~rintahan oaerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 Nomor 125' 

Tambahan Lembaran Neyara Republll< Indonesia Nomoi 4437) 

sebagaimana telah diubah dua kall terakhir dengan Undano-Undang 
Nllmor 12 Tahun 2008 tf·mtang Perubahan kedua atas Und~ng 
UndangNo'Tlor 3:-! T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(:...embaran Negarn Rcpublik lndonesla Tahun 2008 Nomor 59• 

Tambahan Lembaran Negcra Republik lncionesia Norr.or 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentclng Perimbang,m 
Keuanqan antars Perner'ntah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lemt.aran Negard Reµubhk lndonesla Tahun 2004 Nomor 126• 
Tambahan Lembaran ~eri1:1ra Republik lnclonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemenntan Nornor 58 l ahun 2005 tentang Pengelolaan 
t<euangan Daerah (Lembaran Negmc:1 Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonasia Nomor 
4578); 

6. Peraturan Pernerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedorr.an 
Pernbinsan dan Psngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah 
(t.erubaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pernenntah (t.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Noinor 127, Tarnbahan Lemberan Negara R.epublik 
lr.dor,esia, Nomor 4890); 

8. Peraiuran Daerah Provinst Sulawesi Tanggara Nornor 2 Tahun 20::>8 

tentang Urusan Pemerintahan yanij menjadi kt:iwe'1a1 ·gan 
Pemerintahan Oaerah Pro\llnsi Sulawesi Tenggara; 

9. Peraturan Oaerah Provlnsl Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 
ten•.ang Orqanisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dae rah Provinsi dan 

SP.kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi 3ulawesi 
Tenggara: 

10. ?era,uran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 

~entan~ Organisasl dan Tata Kerja Dinas Provins! Sulawesi Tenggara; 

11. P~raturan Daerah Provinnl Su!awesi ·1 enggam Nomor 5 Tahun 200B 

tentang Organisasi dan Tata Kerja inspe.ktorat, Oappeda dan Lembaga 
Tel mis Oaerah Frovinsi Sulawesi Ttmggara; 
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6. lnspektorat adalah aparat penqawssan intern Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang bertanggung jawab langsung kepada Gubem•Jr; 

7. Satuan ker'a Perangkat Dr1erah yan~ selanjutnya diangkat SKPD adelah Sotuan 

t<erja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengg&ra; 

8. Sistem Penne11dqlian Intern (SPI) adalah proses intt:gral pada tindakan dan 

lcegiatan y~11g dilakukan secara ten.s-menerus oleh pimoir.an dan seluruh 

pegawai untuk membarikan keyat,,:;nan memadai atas tercapalnya tuluan 

orqanlcasl melalui kegiatan yang ofektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuanqan, p13ngamanan aset r,egara, dan l<etaatan terhadap peraturan 

iµerundan3-undangan; 

9. Sistem PElngendalian Intern Pemerintah, yang selonjutnya disingkat SPI? adalah 

Sistem Pengendalian Intern yang dise!enggaral,un secara menyeluruh terhadap 

proses perancangan dan pelaKsanaan kebljakan serta pere.ncanaan, 

penganggaran, dan pelak&rtnE:an anggaran di llngkungan Pemerintah Provinsi 

Sulawesl Tenggara; 

Pc1sal1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yan£ dimuksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sula~esi Tcr.ggara. 

2. Pemerintah Daerah acatah Pemenntsh Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulaw~si tenggara. 

4. Sekretaris Da~rah adalah Sekreiaris Daerah Prcvinsi Sulawesi Tenggara. 

5. Sadan Pe,,gawasan Keuangan dan Pernbanqunan, yang se•anjJtnya disingkat 

BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab 

langsung keprda Preside.n; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TE.NTANG PENYELENGGARAAN 
SISTFM PENGENDALIAN INTERN f-'EMER1NTAH DI 
LINGl<llNGAN PEMERINTAHAN PR.OVINSI SUL.P.WESI 
TcNGGARA 

MEPI.VTUSKAN : 

12. Peraturan Daerah r_r I . r ov nsi Sula I tentano Pokok p k k wes Tonggara Nomor 6 Tahun :2006 
;J • o o Peng • 1 e.o aan Keuangan Daerah: 
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'J . I ... 

Pasnl 'I. 

SPIP disusun derigan tujuan unt11k m'3mberikan keyakinan yang rnernadal bagi 

tercapainya 1:3fektifilas dan efislem,i pencapaian tujuan Penyelenygaraan 

Peme,rintahan Provins! Sulawesi Tflnggara, keandalan pelaporan keuanqan, 

Pen t daerah dan ketaatan tE:'rh~dap Peraturan Perundang-Undangan· 
gamanan ase , 

BAE. II 

TUJUAN 

10. p,engawasan lntem adalah selurut 
· 1 ;>roses k . 

p13mantauan, dan kegiatan eglatan audit. reviu, e·1&IJas1, 
pengawa3a, lai t h 

d,~n fungsi or3anisasi dala n er adap penyelenggaraan turas 
m rangka memb ik . . 

b;ihwa kegiatan telah d'I k en an keyakinan yang msrnedal 
, a sanakan sesuai d 

dltetapkan secara efekff . enqan tolok ukur yang telah 
. , tf an efis1en untuk 

rriewuJudkan tata '<epemerintahan kepenllngan plmplnan c1alam 
yang balk; 

11. Audit, adalah proses id13nflika~i . 
. k . masalah, analtsis, dan evaluasi buktl yang 

d1laku an secara mdependen ob ktif . . • ye dan profesional berdasarkan standar audit, 
untuk rnenilai kebenaran ke ... . • cermman, kred1b1htas. efektivitas, efisleml, dan 
koandalan 1nfvrmasi pslaksa . . . naan tuqas dan fung'31 lnstansl Pemerintah; 

12. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 
banwa kegiatar1 tcrsebut tel h d'I k . . • a • a uanakan sesuar dengan ketentuan, standar, 
rencana, atau nonna yan~ telah ditetapkan; 

13. EvahJasi, adalah rangkaian k~giatan membandingkan hasil atau prestasl suatu 

kegiatan dengan standar, rencana, atau norms yang telah ditetapkan, dan 

rneneutukan faldor-faktor yang mernpenqaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

keqiatan dalam mencapai tujuan; 

14. Pernantauan, adalah preses pen'laian kemajuan suatu program atau kegiatan 

dalam mencapai tuiuan yang telah dltetapxan: 

15. Kegiatan penqawasa.i lainnya, adalah kegiatc.ln penqawasan yang antara lain 

berupa soslaltsasl menganai penqawasan, pendidikan dan pelatihan 

pengaw&san, pembimbingan oan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan 

pcmaparan hasil pengawasan; 

16. Petunjuk Pel£Jksanaan Per.yelenggaraan SPIP acJalah Pet:.mjuk Pelaksanaan atas 

Peraturan Guhernur Sulaw1;1si Ten993ra tent,mg penyelenqqarasn SPIP, ya,19 

memuat kebijakan, stratogi, metodol:>gi peneraoan, dan pengintegrasian seluruh 

aktivitas manajemen pemerintahari daerah, untuk memastikan bahwa seluruh 

unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiata:-i pernerintahan 
daerah/perangkat daerah dalam r~ngka menjamin pencapalan lujuan yang , 

ditetapkan; 
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Kepala Satuan Kerja Peranglcat Daerah wajib rnenciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menirnbulkan pedlaku positii dan kondusif untuk 

penerapan Sistim Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui : 

a. Penegakan intergritas dan nilai etika; 

b. t<omitmen terhadap kornpetansl: 

.c, Kepemimpina:, yang kondusit; 

d. Pernbentukan struktur orqanisasl yang sesuai denqan kebutuhan; 

o. Pendelegasian wewenang dan tangijung jawab yang tepat; 

t: Penyusunan dan panerapan kebijEJ'<an yang sehat tentang pembinaan sumber 

· daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawas.:rn Intern pemorlmah yang efektif, dan 

h. Hubungan ii.~rjc.1 yang baik dcngan setuen kerja Peranqkat Daerah 

Pa~al 5 

(2) Penerapan unsur SPIP sebaqairnana dimaksu:i pada ayat (1) dllaksanakan 

.nenyatu dan menjadi bagian interqral dari kega!atan satuan kerja Perangkat 

Daerah: 

(1) 8atuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Provinsi wajib 

rnenerapkan SPIP yang melir.,uti unsur : 

ct. Lingkun~an Pengendalia:i; 

b. t=>enilaian Risiko; 

c. Kegiaten Pcngendalian; 

d. lnfonnasi dan r<omuni!<asi; dan 

e. Pernantauan PenJendali&n Intern. 

Pasal .i1 

BAB Ill 
PENYEL(;NGGA~AAN SPIP 

Paaal~ 
(1) Untuk mencooai pengelolaan keuangan daerah ·1ang efaktif, efisien, tr3n3pc1ran, 

dan akuntalJel, Gubernur rnelakukan penpendalian atas penyele:nggaraan 

kegiatan pemerintahan Pro·,insi Sulawesi Tenggara; 

(2) F'engendalian atas penyelenggarmm keglatan pemerint.:ihan sabagaimc"na 

dimaksud pada ayat (1), dllaksanakan dengan berpedoman pada ketP-ntuan 

F'eraturan Perunclang-undangan yang berlaku; 
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b. Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan denyan proses penilaian risiko; 

c. Kegiatan pengendalian yang c:tipilih disesuaikan denqan sifat khusus Satuan 

kerja Perangkat Daerah; 

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; 

e. Prosedur yang telah ditetapkan t arus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan 

secara tertulis;dan 

f. Kegiatan pcngendalian c'iAvaluasl secara teratur untuk mernastkan bahwa 

ke.glatan tersebut masih sssual dan fungsi seperti yang diharapkan, 

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri ates: 

a. Reviu atas kinerja saiuan Kerja Perangkat Daerah yang bernangkutan; 

b. Pembinaan surnber daya manusla: 

c. Pengendallan atas pengelolaan system lnformasi; 

d. Pengendallan tisik atas ascet; 

e. Penelapan dan reviu atas lndikc1tor Lian ukuran idnerja; 

f. Pemlsahan fungsl; 

Satu'3r Kerja a. Kegiatan penqendafian diutarnakan pada kegiatan p.:,kok 

Perangkat Daerah; 

Pasal 7 

(1) Kepala Satuan Kerja Peranqkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pe!ngendalia11 sesuat dengan ukuran.kompleksitas. c.lan sifat dari tuqas dan fungsi 

Satuan Kerja ?er 1ngkat Daerah yang hersangkutan, 

(2) Penyelenqqaraar, kegiatan pengendahan sebaqaimana ciimaksud pada ayat (1) 

sekuranq-kuranqnya rnemiliki karakterlstlk sebagai berikut ; 

Paaal 6 

(1) Kepala Satuan Kerja PerangkcAt Dacrah waj!b melakukan penilaian risiko, 

'. f2) Penilalan rlsiko sebagi · . mana cJ1rnaksud pada ayat (1, terdlri atas : 

a. lndentiflki:isi risiko; dan 

b. Analisls risiko, 

(3) Dalam rangl<a penilalan risiko cebagaimana dirnaksud pada avat (1) Kepala 

Satuan Kerja Porang'<at Daerah menetapkan 

a. Tujuan Satuar; kerja Peranqkat Daerah dan 

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan. dengar, berpedoman pada peraturan 
perundal'g-undangan. 

- 6 - 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

(1) Penyelenggaraar, S?IP di lingkungan PemerintJh Provinsi Sulawesi Tengga,-a 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

(2) Penyelenggaraar, set,agaimana dirnaksud pads ayat (1 \ dilaksanakan 

·. berdasarlcon Petunjuk Pelaksanaan Pe;nyelenggaraan SPIP yang disusun sesual 

dengan r,enoman teknis penye:engg,unan SPIP yang ditetapka,1 ol~h Kepala 

BPKP sebagai pembina penye.lenggaraan SPIP. 

PH&l11 

(1) Dalam preses pemtiangunan dan pongembangan SPIP dibentulc Satuan Tugas 

$PIP Peme.rlntah Provinsi Sulawosl Tenggara 

Pasal 10 

(2) Pernantauan stetem Pengeridalian Intern sabaglamana dimaksud pada ayat(1) 

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanlutan, evaluasi terpisah. dan tindak lanjut 

rekomenaasr hasil audit dan reviu lainnya. 

(1) Kepata Satuan Kerja Peranckat Daurah wajib melakukan pemantauan Sistem 

Penoendalian tntem, 

Paaal 9. 

b. Mengelola, menqsmbanqkan dan memperbarui system informasl secara terus 

menerus. 

Pasal 8 

(1) Kepala Satuan Kerja Pemngkat Daurah wajib mangidentifikasi, mencatat dan 

m,~ngkomunik:Jsil<.:in informas, dalarr, buntuk dan wi:1ktu yang tepat; 

(2) l<omunikasi etas informasi sebaqairnana tfimaksud dalam ayat (1) ._,ajib 
diselenqqarakan secara efektif. 

(3) Untu~ menyelenggarakan komunlkast yEmg efektif -sebagaimana dirnaksvd padas 

ayst (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sekurang-1-.urangnya : 

a. Menyediakan dan rnemaotaeiksn berbagai bentuk dan sarana kormrrlkasl; 
dan 

g. Otoritas a~a~ minsaksl dank . di · CJa ar yang pentlng; 

h. Pencatatan yang akurat rfan lepat waktu alas transaksl dan keja-fian: 

i. Pembatasan akses atas . b ~ sum er daya dan pencatatannya: 
j. AkuntabiHta~ terhsdap • 1 · sum ier daya dan pencatatannya; dan 

k. Dokumen!asi yang b lk t · · d 81 a as Si-stem Pengendalian Intern serta transak~1 an 
kejadian penting 
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Pl'sal14 

lnspektorat Provins! melakukan µengawasan terhadap seluruh kegiatcm dalarn 

rangka penyelenggarnan tugas dan fur,gsl perangkat daeran yang dananya 

bersumber dari Anggaran Penoapatan dan BE.lanja Daerah Provins! Sulawesi 

Tenguara. 

d. pemantauan: u&n 

e. kegiatar. p:?ngawasan lainnya. 

c. evaluasi; 

b. reviu; 

a. audit; 

Pasal 1~ 

(1) Penqawasar, intern sebagaimana dimeksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh 

lnopektorat Provinsi Sulawesi Tenggar-a 

(2) tnspektorat Provinsi Sulawesi Tengg8ra sebagcoimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan pengawasan intern melalui : 

?o!!tal 1?. 
(1) Kepala Satunn K~rja Perangkat Daerah bertangr,ung jawab atas efektivitas 

penyelengg&raan SPIP di lingk1J!1uan masing masing. 

(2) Untuk rnernperkuat dan r,1enunjang efe.ktivitas SPI? ~ebagaiman~ dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pengawasan interr atas penyelereggaraan tugas c1an fungsi 

perangkat daerah termasuk akt1ntc1t.ilitas keuangan daerah, 

BAAIV 
FENGUATAN EFEKTIVl"fAS P~NYELENGGARAAN SPIP 

(2) Ketentuan leolh lanju~ mengenai susun m dar, tuga~ pokok Sa\uan Tuga~ SPIP 

pernerintah Provins! Sulawesi Ter,ggaro ditetapkan d~r,gan Keputusan Gcbernur. 
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ULA\\/ESI TENGGARA BERITA DAERAH PROVINSt S 

TAHUN 2010 NOMOP. · 

. . H. ZAINAL ABIDIN 

SEKRET AR IS DAERAti PROVINSI 

SULA1NESI TcNGGARA, 

(/tlA/ 

Dlundangka n di K e n d a r i 

Pada tanggal I g - 0 7·- 2010 

H. NURALAM ~'--------=---~~--;.-...--~ 

GUBF.l'lNURS WESI TENGGARA, 

C'itetapl<an di K e n d a r i 

pada ta,,ygal \'3 -07·- 2010 

RAev, 
PENUTIJp 

Pasnl"l6 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaxu pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orc1r.J mengetahuinya, memerintahkan pengunda:ig&n Perc.turan 

Gubernur ini dengan penernpatannya oalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

PJ1sal~5 
Petunjuk pelaksanaan peny 1 1 

e engija1aan SPIP sebagalmana dimal<sud dalam Pasa 
10 ayat (2) harus lelah ditetapkan poling lambat 6 (enam) bulan s•jak Peraturan 
Gubernur ini diundangkan 

BA8V 
KETENTUAM LJ.IN _ LAIN 
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